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Ia mengaku sempat ditanya tentang proses
perjalanan dinas pad.a 2013 yang disebutnya
sama dengan proses-pros€s sebelumnya. Pada
2013, DPRD Kota Dr:npasar menjalani seki-
tar 31 perjalanan dinas selama satu tahun.
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tersebut. Pun soal rekening, apakah
kerugian secara personal apa kerugian
pihak BPD BaIi," katanya.

Atas dasar itu pula majelis hakim
cenderung menilai kasus ini adalah
masuk kategori penggelapan dalam
jabatan, tindak pidana umum, atau
pidana khusus perbanlan. Namun kini

. kasus tersebut bakalarl berubah lagi.
PT menganulir putusan Pengadilan
fipikor Denpasar dan pihak JPU kini
ancang-ancang bakalan mengajukan
kasus ini ke Pengadilan Tipikor Den-
pasar. (kmb37)
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Evaluas Pengelolaan

Pas r Desa
sebagai pusat perekonomian masyarakat,

dari Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar.
ui Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22 program revitalisasi pXsar desa. Untuk
an masyarakat {esa, Pemkot Denpasar juga

n pasar desa melalui Badan Pemberdayaan
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Kepala Pasar D$salPadangsambian I
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ing dapat lebih memberikan bimbingan akan
pentingnya menjaga ftebqrsihan pasar kepada
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pasar dengan haralan ferus mendapatkan
bimbingdn dari hstansi terkait Pemkot Den-
pasar, sehingga para pQdagang dapat lebih
meningkatkan kebersihat lapaknya dan mem-
berikan dampak positif fepada masyarakat
yang akan berbelanja ke lasar desa.

Mtrstika merfelaskan, $asarPadangsambian
juga telah mendapatkan lprogram revitalisasi
pasar tradisional dari Pemkot Denpasar pada
2015 lalu. Sebehrm direvitalisasi, omzet pasar
per bulan mencapai Bp 15 miliar, dan setelah
direvitalisasi omzet pa6ar per bulan fencapai
Rp 2 miliaL Tentu hal ini memberikan .la-pak
tidak saja pada penafaa4 fisik pasar, namun
juga pada peningkatan ompet pa,sar. "IGrrii juga
tenu melakukan penataa+ bersana-sama pzrra
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